
 

 

 

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG 
PROVINSI SUMATERA BARAT 

RANCANGAN 
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG 

NOMOR 8 TAHUN 2015 
 

TENTANG 
 

  PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 7 

TAHUN 2012 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KE 
 DALAM MODAL PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2012 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA PADANG PANJANG, 

  

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap masyarakat 
dalam penyediaan air bersih dan memaksimalkan pelaksanaan 
penyertaan modal ke Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang 

Panjang, perlu merubah atas Peraturan Walikota Padang Panjang 
Nomor 7 Tahun 2012; 

  
b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang 
Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal 

Daerah ke dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang 
Panjang Tahun Anggaran 2012.  
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan 
Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi 
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 962); 

 
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 9, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387); 
 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

 
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
 

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 
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6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

 
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

 
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679); 
 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);  

 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4574);  

 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578);  

 
13 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 
 

14 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4855); 
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15 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah 

Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

 
16 Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama 

Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 
Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 67 

Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha 
dalam penyediaan infrastruktur; 

 

17 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian 
Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka 

Percepatan Penyediaan Air Bersih; 
 

18 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2000 tentang 

Pedoman Akuntansi Perusahaan Air Minum; 
 

19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor  21 Tahun 2011; 
 

20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah; 
 

21 Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2002 
tentang Status Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang Panjang 
(Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2002 Nomor  4 Seri 

E.2 ); 
 

22 Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E.2); 

 
23 Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan 

Pemerintahan Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang 
Panjang Tahun 2008 Nomor 12 Seri E.3); 

 
24 Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2010 

tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal 

Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang Panjang (Lembaran 
Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 3 Seri E.3); 

 

25 Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2012 
tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam Modal 

Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang Panjang Tahun 
Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 
2012 Nomor 7 Seri E.5); 

 
 

 
 

 

 



- 4 - 

 

Dengan Persetujuan Bersama  
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG 
dan 

WALIKOTA PADANG PANJANG 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG 

NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN 

MODAL DAERAH KE DALAM MODAL PERUSAHAAN DAERAH AIR 
MINUM KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2012. 
 

 
PASAL I 

 
 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Padang Panjang 

Nomor 7 Tahun 2012 tentang tentang Penambahan Penyertaan Modal 

Daerah ke dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang 
Panjang Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Padang 
Panjang Nomor 7 Seri E.5), diubah sebagai berikut : 

 
 

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai 
berikut : 

 

Pasal 2 
 

Maksud dan tujuan dilakukannya Penambahan Penyertaan Modal 
Daerah adalah untuk : 
a. mengatasi permasalahan ketersediaan dan kualitas air PDAM; 

b. meningkatkan pelayanan dan pengembangan kualitas air bersih 
kepada pelanggan. 

 

 
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 5 

berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 5 

 
(1) Dihapus. 

 
(2) Dihapus. 

 

 
PASAL II 

 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Kota Padang Panjang.                              
                                     
                                             

Ditetapkan di : Padang Panjang 
pada tanggal   : 25 Mei 2015 

 
WALIKOTA PADANG PANJANG, 

 

dto 
 

HENDRI ARNIS 

 
Diundangkan di : Padang Panjang 

pada tanggal   : 25 Mei 2015 
   
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG, 

 
        dto 
 

                            SYAHDANUR 
 

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2015 NOMOR 8 SERI E.6 
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PENJELASAN 
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG 

NOMOR      TAHUN 2015 
 

TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 7 

TAHUN 2012 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH  
KE DALAM MODAL PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  

KOTA PADANG PANJANG  

TAHUN ANGGARAN 2012 
 
 

I. UMUM 
 

   Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam 

penyediaan air bersih dan memaksimalkan pelaksanaan penyertaan modal ke 

Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang Panjang pada Tahun Anggaran 2012, 

perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah 

ke Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang Panjang. 

 
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 

2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Modal Perusahaan 

Daerah Air Minum Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2012. 

  
II. PASAL DEMI PASAL 
 

Pasal I     
       Cukup jelas 

    
Pasal II 
       Cukup jelas 
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